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Abstrak
 

Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar

ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau Harta

kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Karena

berdasarkan undang undang yayasan pasal 62 maka pembubaran yayasan yang di terbitkan oleh dirjen ahu

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena yayasan ngudi waluyo tidak memenuhi syarat atau

melanggar ketentuan pasal 62 tersebut yang memungkinkan untuk di bubarkan. Dan yang berwenang untuk

membubarkan yayasan tersebut adalah kementrian hukum dan ham bukan dirjen ahu. Seharusnya pihak

yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan atau pembubaran ke pengadilan yaitu pendiri karena

seharusnya dalam pendirian yayasan pendiri hadir dalam pembuatan akta pendirian yayasan dan pendiri

yang merasa keberatan atas pendirian yayasan yang berdiri karena akta pendirian tersebut aktannya cacat

hukum dan adannya keterangan palsu maka pengadilanlah yang memutuskan dalam prosedur perbubaran

yayasan ngudi waluyo ungaran, dalam Prosedur Tindakan pembatalan pendirian pembatalan kuasa lisan

harus mengugat akta perndirian anggaran dasar yayasan ngudi waluyo bukan protes ke dirjen administrasi

hukum dan hak asasi manusia atas terbitnya keputusan mentri atas badan hukum sehingga membuat dirjen

administrasi hukum mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keputusan mentri untuk menyatakan

yayasan ngudi waluyo dicabut pendiriannya.

......Which result to the Foundation may be dissolved because the period stipulated in the Articles of

Association was ended, objective of foundations stipulated in the Articles of Association has been achieved

or not achieved and court decisions that have a permanent legal force by reason Foundations violate public

order and morality; Unable to pay its debts after declared as bankrupt, or Treasure of the Foundation is not

enough to repay the debt after the bankruptcy declaration is revoked. Because based on the foundation law

Article 62 then foundation dissolution which is issued by the Director General of AHU does not have

binding legal force due to Foundation of Ngudi Waluyo ineligible or violate the provisions of article 62

which allows to be dissolved. And the authorized to dissolve the Foundation is law and human rights

ministry, rather than Director General of AHU. Interested parties should be able to request cancellation or

dissolution to Court because Founder, due to in the establishment of the foundation, founder should be

present in the founding deed of establishment foundations and founders who objected to the establishment of

a foundation established as the Deed establishment is a disability law and the false testimony then the Court

that decide the dissolution procedure of Ngudi Waluyo Unggaran Foundation in the Cancellation Action
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Procedure of oral authority shall sue the establishment deed of The Articles of Association of Ngudi Waluyo

foundation not protest to the Director General of Law Administration and Human Rights law on the issuance

of a ministerial decree on the legal entity so that make the Director General of Administration issued

cancellation decision for the Ministerial Decree to state the Ngudi Waluyo Foundation the establishmen is

revoked.


